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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan
rahmat dan hidayah-Nya schingga kami dapat menyusun Renstra 2021-2026 t)inas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renstra merupakan dokumen penting dalam perencanaan  yang merupakan dasar
pembuatan Rencana Kerja setiap tahunnya sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran
perangkat daerah yang ingin dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong masyarakat untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi
tepat guna, serta meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa sehingga dapat

memdorong kemajuan desa.
Penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan

saran yang sifatnya membangun sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Renstra ini.

Kuala Tungkal, 2021-
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BAB I
PENDAINTULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai yang didalamnya dijclaskan mengenai strategi arahan scbagai dasar dalam
mengambil keputusan organisasi yang sesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan
lingkungan strategis. Renstra disusun untuk jangka waktu 1-5 tahun sehubungan dengan
tugas dan fungsi perangkat dacrah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) guna mencapﬁi Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana
Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Renstra kemudian dijadikan acuan untuk membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya
dan juga dijadikan acuan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Bappeda dan juga perlu memperhatikan
Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian, yang dalam hal ini Renstra Dinas P3AP2

Provinsi Jambi dan Renstra Kemendes PDTT.

1.2 Landasan Hukum .
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700); ‘

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725),

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan‘ Lembaran Negara Nomor 4737),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomo 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817); '

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tenting Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjﬁng Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah
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18. Peraturan Dacrah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tanjung Jabung Barat;

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan Dacrah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(Lembaran Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

‘anjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Panjang Dacrah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung

20. Peraturan Dacrah Kabupaten 1
Rencana Pembangunan Jangka
Barat Tahun 2005-2025; .

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang

RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2I013 —-2033;

22. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah . Daerah (RPIMD) Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)
23, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung
Jabung Barat di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada
RPIMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat T ahun 2021-2026 dan memberikan gambaran
mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

b. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2021-2026 adalah sebagai acuan dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang memuat Program dan Kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja

selama 5 (lima) Tahun sehingga dapat terukur pelaksanaannya.

3
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Perangkat Dacrah adalah scbagai berikut,

BAB I Pendahuluan

Mengemukakan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan {ujuan scrta sistematika

penulisan.

BAB Il Gambaran Pelayanan Perangkat Dacrah

Memuat penjelasan tentang (ugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, sumber daya Dinas Pembe
aan Masyarakat dan Desa dan juga fantangan dan peluang

rdayaan Masyarakat dan Desa serta Kinerja

pelayanan Dinas Pemberday
pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB I1I Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Dacrah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah tata ruang

wilayah dan penentuan isu-isu strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Mengemukakan ruumusan pernyataan tujuan dan sasaran dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacra

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah dan tugas pembant

h dalam melaksanakan

uan yang diberikan

kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut;

a.

Perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan
perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset
desa.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan
perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset
desa.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat
dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan
keuangan dan aset desa.

Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan
dan aset desa.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang

terdiri atas 2(dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga)
seksi.
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh

unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan

fungsi;

a
b.

Koordinasi penyusunan rencana, program, anggafan, dan pelaporan

Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi; ketatausahaan,
kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat,
kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindaklanjut LHP

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pembinaan umum dan koordinasi, bimbin
pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan.

Bidang ini menyelenggarakan {fungsi;

gan teknis dan supervisi, pcmantauan, evaluasi dan

a. Penyusunan, pelaksanaan dan cvaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja

aan masyarakat dan kawasan perdesaan,

lingkup pembangunan pemberdayas
kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan

aan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan
tradisi adat dan budaya

bimbingan dan supervisi,

masyarakat desa, pengelol

masyarakat, peningkatan motivasi dan swadaya pgotong royong,

masyarakat, advokasi dan kemitraan.
usan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,

c. Penyiapan perum
laan

teknis dan supervisi, pemantaua, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelo
Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama,
dalan

bimbingan
kelembagaan Badan Usaha Milik
pengembangan usaha BUM desa dan BUM desa bersama, perdagangan desa, permo
ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat. |
d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan
peman’tauan,. evaluasi dan pelaporan lingkup
rtumbuhan ekonomi,

koordinast,

bimbingan teknis dan supervisi,
pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan pusat pe
pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha pemasaran,
pengelolaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna, dan

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan,

melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan

fungsi;

a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja
lingkup bina administrasi pemerintahan desa

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan desa,
batas desa, kewenangan desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa

c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemilihan
kepala desa, perangkat desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur

pemerintahan desa
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d.

€.

Bidang bina pengelolaan keuangan dan aset

penyusunan progra

pemantauan,

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinast,

bimbingan teknis dan supervisi, pcmantauan, cvaluasi dan pelaporan lingkup bina
kelembagaan dan kerjasama desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan desa,
perencanaan pembangunan desa, cvaluasi perkembangan desa, dan profil desa, dan

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan olch atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

desa mempunyai tugas melaksanakan
m, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

evaluasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini

menyelenggarakan fungsi;

a.

Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja
lingkup bidang bina pengelolaan keuangan dan asct desa

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan
keuangan desa, pengelolaan keuangan desa , pelaporan keuangan desa, sistem informasi
keuangan desa (SISKEUDES)

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan teknis dar supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup
perencanaan aset desa, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, pelaporan aset desa,
sistem informasi aset desa (SIPADES)

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendapatan
asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain desa dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS

|

! KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

[

5UB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN PROGRAM

l

BIDANG PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAWASAN PERDESAAAN

|

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR

SEKS! PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT

SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM

BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

i

SEKSI PENATAAN DESA DAN BINA
ADMINISTRASI DESA

SEKSI ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

SEKSI BINA KELEMBAGAAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA

UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DESA

E

SEKSI BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

SEKSI BINA PENGELOLAAN ASET DESA

SEKSI FASILITASI PENDAPATAN DESA
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2.2 Sumber Daya Perangkat Dacrah
a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

26 orang ASN dan 25 orang honorer.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh

Pendidikan

No Pangkat Gol Jumlah = = o SR TR 5

1 | Pembina Utama Muda 1V /e 1 1

2 | Pembina Tingkat I IV b 1 1

3 | Pembina 1V /a 5 5

4 | Penata Tingkat I nrd 9 2 7

5 | Penata Il/e 1 1

6 | Penata Muda Tingkat T b 1 1

7 | Penata Muda IIVa 1 1

8 | Pengatur Tingkat I /d 4 4
9 | Pengatur /e 2 2
10 | Pengatur Muda Tingkat I b 1 1
11 | Pengatur Muda Il/a -

12 | Honorer - 25 -8 17

b. Aset/Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung

dengan aset/modal sebagai berikut;

Tabel I1.2
No. Jenis Aset/Modal Jumlah
1. Tanah 3 Bidang
2. | Bangunan kantor 3 Unit
3. Mobil 3 Unit
4, Sepeda Motor 10 Unit
5. | Meja Biro 62 Unit
6. Kursi 62 Unit
7. Kursi Tamu 1 Unit
8. Laptop 16 Unit
9. [ Personal Computer 7 Unit
10. | Scaner 1 Unit
11. | Printer 0 Unit
12. | G lobal Positioning System 1Unit
13. | Router Mikrotic 1 Unit
14. | Mesin Absensi elektronik 1 Unit
15. | Mesin Genset 2 Unit
16. | Air Condition 14 Unit
17. | Televisi 1 Unit
18. | Infocus 1 Unit
19. | Filing kabinet 2 Unit
20. | Lemari Arsip 9 Unit
21. | Meja Komputer 5 Unit
22. | Kursi Rapat 30 Unit
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian kinerja berdasarkan Indeks Desa

Membangun (IDM) pada tahun 2021, dari total 114 Desa, sudah ada 3 Desa Mandiri (Desa
Pinang Gading, Desa Purwodadi dan Desa Adi Purwa), 18 Desa Maju, 91 Desa Berkembang,
dan masih ada 2 Desa tertinggal (Desa Rawang Kempas dan Desa Lubuk Lawas), sedangkan
untuk Desa sangat tertinggal sudah tidak ada sejak tahun 2019. Ada peningkatan status desa yang
disebabkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana desa, dan alokasi dana desa.
BUMDesa masih banyak yang belum menghasilkan, dikarenakan kurangnya modal dan
kurangnya SDM pengelola BUMDesa dalam persiapan dan perencanaan pendirian BUMDesa.
BUMDesa yang terbentuk sudah 113 dari 114 Desa, Desa Teluk Ketapang yang belum
membentuk BUMDesa. BUMDesa bersama belum setiap kecamatan terbentuk dikarenakan
sulitnya mencapai kata sepakat untuk menjalin kerjasama antar desa. BUMDesa Bersama yang
telah terbentuk adalah Kecamatan Tebing Tinggi (SEJAHTERA), Kecamatan Betara
(BUBERTA), Kecamatan Bram Itam (MAYANG MANGURAI), Kecamatan Tungkal Ilir (DUA
DESA BERSAUDARA), Kecamatan Pengabuan (USAHA BERKAH). Untuk kecamatan
Merlung, Kecamatan Renah Mendaluh, dan Kecamatan Batang Asam baru berupa kesepakatan.
Kualitas Lembaga kemasyarakatan yang masih belum optimal dan juga kapasitas aparatur

pemerintahan desa yang masih perlu pembinaan dan ditingkatkan.
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Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Indikator Kinerja sesuai TR Target Target Renstra Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Tugas dan Fungsi NSIEK Target IKK Indikator
Perangkat Daerah Lainnya 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
l (1) (2) (3) (4 (5) (6) ] (8) {s) (10} (11) (12) (13) (14) {15) (16) (17) (18) (19) (20)
Cakupan sarana dan
1 prasarana perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemerintahan yang baik
g0 | Retemajimian 2711 | 3191 | 4206 | 4206 | 4206 | 2711 | 31291 | 4206 | 4206 | 4206 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kelompok binaan PKK
I 3 Persentase PKK aktif 100% 100% 1009;’; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 ::t'i:"““se Cosyandu 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100%
Persentase
5 pengentasan desa 22,50% | 22,50% 35% 40,68% 60% 22,50% | 22,50% 35% 40,68% 60% 100% 100% 100% 100% 100%
tertinggal
. Persentase per':inglfatan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
status desa mandiri
Kuala Tungkal, 2021
_—""*‘Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TA H
f_ o J* ;{E;lf@,ten{an]u Jabung Barat %
\_."/’;3\\_
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Anpga

Tabel T-C.24

ran dan Realisasl Pendanaan Pelayanan Pera ngkat Daerah Dinas

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata Pertumbuhan l

Realisasi

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

2019 2020 Anggaran

2016 2017 2018

Uraian

Anj

pearan pada Tahun ke-

2017

2016

2017

2018

2018

2020

2016
(t]

(8]

2018
)

2013

2020

(11)

{12) {13) 1 (14) 115) ' (16 (17) (18)

(10}

(1)

(2)

LEl]

C]

(5)

(6}

96% | STH | 6% (43.645.975) |  (43.133.561)

Pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan
keuangan

desa (Tim

225.906.500

185.145.500

118.874.000

41.850.000

51,322.600

204.806,844

177.045.720

115.610.500

28,850.000

32,272,600

91%

|
\
‘\

=% 958 (24.953.975) (21.184,038)

ADD)
Pembinaan
dan
monitoring .
pengelalaan
kekayaan

141.238.500

155.092.500

34,125.000

41.422.600

124.208.750

138.865.100

26,825.000

39.472.600

BB% 80%

desa
Pembinaan
dan
manitoring
penyusunan
RPIMDes,
RKPDes, dan
APBDes

94.349.000

87.265.000

92% (23.587.250) (21.816.250)

99% | 100% (328939.312) | (327.087.989)

99%

Pemilihan
Kepala Desa

1.315.757.246

523.550.000

1.444.925.000

1.308.351.996

516.798.250

1.439,625.000

(48.047.260)

Pembinaan
pengelolzan
manajemen
pemerintaha
ndesa

198.535.000

135.161.400

192.189.040

123,706,400

ars e {49.623.750)

77%
(35.801.625) | (27.423.750)

Peningkatan
koordinasi
pemerintah
desa

143.206.500

109.695.000

B8%
(24.014.875]

Peningkatan
kualitas
pelayanan
pemerintaha
n desa

101.950.000

131.000.000

96.059.500

£9,700.000

94%
(25.487.500)
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{4.725.000)

Penetapan
kewenangan

20.200.000

18,500,000

90%

{5.225.000)

desa
Penyelenggar
aan
pendidikan
dan pelatihan
tenaga teknis
masyarakat

402.300.000

391.088.000

97%

(100.575.000)

(97.772.000)

Pembinaan
dan Lomba
Teknologi

Tepat Guna

76.950.000

170.560.000

152.577.420

79.835.000

36.425.000

76.810.250

165.045.930

137.472.420

75.595.000

33.325.000

100%

7%

99%

83%

90%

100%

95%

68%

91%

100%

(10.131.250)

(19.043.750)

(10.871.313)

(13.3?3.750L\

Pembinaan
P2ZWHKSS

£9.875.000

177.860.000

123.260.000

95.760.000

13,700.000

87.195.000

147.294.850

123.260.000

65.160.000

13,700.000

100%

Pembinaan
dan Lomba
Posyandu

60.575.000

70.150.000

60.100.000

26.576.000

3.750.000

59,469.300

£9.615.000

57.700.000

26,576.000

3.750.000

98%

99%

96%

100%

{14.206.250)

(13.929.825)

Gerakan
Bulan Bhakti
Goteng
Royong
Masyarakat
(BBGRM)

67.709.000

140.850.000

103.720.000

50.235.000

30,500.000

£6.331,150

121.448.900

83.025.000

83,605.000

28.525.000

98%

86%

78%

93%

94%

{9.302.250)

. (9.451.538)

Gerakan
Membangun
Pemberdayaa
n Masyarakat
Desa/Kel.
(GEMMA

700.000

700.000

100%

(175.000)

(175.000)

Desa)
Pembinaan
dan lomba
desa/kel.

131.700.000

165.550.000

95.240.000

£9,400.000

77.700.000

125.379.300

132.597.398

89.400.000

82.750.000

77.700.000

98%

94%

93%

100%

{13.500.000)

{12.919.825)

Pembinaan
monitoring
Dana Desa

666.861.300

315.865.000

105.942.000

88.042.000

57.500.000

634,925.100

285.302.500

105.942

85,620.000

45.800.000

95%

52%

0%

97%

80%

(152.340325)

(147.281.275)

Pembinaan
dan

penguatan
pasar desa

116.387.900

103.380.900

89%

{29.096.575)

(25.845.225)
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Tim
penggerak
pemberdayaa
ndan
kesejahteraa
nkeluarga
{TP-PKK)

702.096.750

1.489.574.211

1.306.251.500

1.349.365.000

575.545.200

675.472,285

1.386.900.041

*1.243.416.797

1.276.934.000

314.915.200

96%

93%

95%

95%

55%

100%

{31.637.828)

{90.139.271)

Fembinaan
kelompok
Dasa Wizma

134.250.000

32.925.000

1.500.000

112.258.600

30.925.000

2.500.000

4%

94%

625.000

625.000

Pembentuka
nDesa
Persiapan

209.200.000

141.700.000

62.320.000

53,295.000

177.061.230

112.800.000

36.040.000

42.350.000

84%

SB%

81%

13.323.750

10.737.500

Peningkatan
kapasitas
kerjasama
pembanguna
n kawasan
perdesaan

125.559.250

100.605.116

90.754.200

75.291.517

118.576,910

" 100.503.350

90.794.200

68.172.317

100%

100%

91%

18.822.873

17.043.079

Penyelenggar
aan

Bimbingan
dan Pelatihan

440.750.750

157.220.400

181.631.450

174.008.300

405.938.250

157.220.400

132.781.450

155.077.852

92%

100%

73%

91%

43.502.075

39.769.473

Siskeudes
Sosialisasi
pengembang
an ekenomi
kawasan

72.506.650

122.401.766

£3.421.650

121.142.250

87%

99%

perdesaan
Pembinaan
dan
pengembang
an BUMDes

133.502.600

84.117.556

34,707.500

19,525.000

163.473.192

84,117,556

31.307.500

24%

100%

4.881.250

Pembinaan
BUM desa
bersama

105.025.000

112.925.000

102.510.600

102.4596.900

112.925.000

102.510.600

16.475.000

98%

100%

100%

4.118.7%

Penyusunan
peraturan
tata
pemerintaha

98,050.000

76,900,000

78%

ndesa
Fasitasi
penguatan
kapasitas
BPD

182,663,000

186.424.000

166.480.252

172,799,000

174.524.000

166.480.252

95%

54%

100%

41.620.063

41.620.0/

Dipindai dengan CamScanner
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Fasitasi
penguatan
kapasitas
perangkat

353.032.000

438.696.000

327.762.000

399.630.381

93% 91%

18%

B1%

16.095.000

desa
Penetapan
batas desa

|
|

287.175.000

79.730.000

51.976.500

64,380,000

15.932.500

Fasilitasi
penguatan
kapasitas
bendahara

186.424.000

170.314.000

91%

l
|
|
|

desa
Sosialisasi
Perda

135.285.000

119.930.000

8634

Pembinaan
prefil

© 245.748.800

235.248.900

94%

62.437.225

S5B.987.225

desa/kel.

|
|
|

Dipindai dengan CamScanner
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Peran gkat Daerah

pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional, dalam rangka mengurangi
resenjangan nasional, dengan adanya undang-undang desa yang mengamanatkan untuk
memajukan perekonomian masyarakat desa scrta memperkuat masyarakat desa. Dana yang
cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa,
pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar desa. Dana yang cukup besar ini
menjadi tantangan agar pengelolaan keuangan desa tidak terjadi incfisiensi dan tidak tepat
sasaran, pendampingan desa diperlukan untuk membantu desa dalam pengelolaan pemerintahan
desa. Aparatur pemerintahan desa perlu mendapat bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang semakin melambat, ditambah lagi
dengan adanya Pandemi COVID 19 sehingga sangat diperlukan usaha dan dana yang besar untuk
dapat memperbaiki keadaan ini. Pengembangan BUM desa dan BUM desa bersama sangat
diperlukan untuk membantu kemandirian desa, sehingga adanya peningkatan  status

pembangunan desa.
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BAB 11
RMASALAHA ,
PE N DANISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Jdentifikast Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Dacrah

Pembf‘“g“nan dalam memajukan masyarak

at dan desa yang berdasarkan undang-undang nomor
Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
percepata Dacrah - Tertinggal, yang mengamanatkan untuk memajukan  perckonomian
nasyarakat desa serta memperkual masyarakat desa. Aspek matcrialismcl undang-undang desa
}raitu keuangan desa dipandang scbagai peluang sckaligus tantangan dalam membangun desa.
pipandang peluang karena dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong
percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa.
pipandang sebagal tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa yang berpotensi pada
inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pembangunan desa, serta degradasi kultur
gotong-royong dan integritas aparat pemerintahan desa, karena itu perlunya pembinaan terhadap
desa.
Kawasan perdesaan merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki perang
penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan
undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sudah tidak ada lagi Desa sangat tertinggal, tetapi hanya ada 3(Tiga) Desa Mandiri (Desa
Pinang Gading, Purwodadi dan Desa Adi Purwa). Untuk itu perlu diupayakan untuk peningkatan
status deéa, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian BUM desa dengan pengembangan
potensi desa dan kerjasama desa sehingga dapat menunjang perekonomian desa dan juga penting
untuk peningkatan SDM Aparatur pemerintahan desa sehingga pengelolaan pemerintahan desa

berjalan dengan baik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan.
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[, PENSER e A

. Kekuatan ©

Tersedfanya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya

Tersedianya gedung kantor dan sarana dan prasarana kerja

Adanya landasan hukum yang memberikan kewenangan terhadap Dinas PMD untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan
b. Kelemahan .

Kurangnya koordinasi antar bidang

Masih kurangnya pengetahuan dari SDM aparatur sipil negara
9. Faktor lingkungan strategis eksternal:

a, Peluang:
Komitmen politik pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi

Kebijakan afirmasi transfer dana pembangunan ke daerah semakin besar

. Kebijakan afismasi dana desa semakin besar

Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan

Adanya regulasi kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi
sumberdaya yang dimiliki

Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan
produk unggulan kawasan perdesaan

Perkembangan teknologi informasi (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan

kawasan perdesaan
b. Tantangan/Ancaman:
- Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik dalam bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa
Melambatnya pertumbuhan ckonomi global yang berpengaruh besar terhadap ekonomi

perdesaan

- Adanya Pandemi COVID 19 yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial

masyarakat
- Besarnya potensi konflik pertanahan yang berpengaruh dalam pembangunan berbasis
kewilayahan.
g Terpilih

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yan

Periode Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2021-2024, mempunyai visi yaitu

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” dengan misi sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
S. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota
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rkan apa yang menjadi -
BerdaSﬂl S Jadi tugas dap fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
aka mist ketiga dan keempat, yaity menyelenggarak

o ' an tata kelola pemerintahan yang baik dan
pgningkatan aktivitas perekonomian ¢

an ne . _

dorong; an pemberdayaan ckonomi kerakyatan lebih sesual.
en ;

paktor P

a dana dari pemerintz
, Adany pemerintah untuk pembangunan desa

a pelatihan dan 1 :
, Adanyap pembinaan tethadap aparatur pemerintahan desa

, Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia
gudah terbentuknya 113 BUM desa, 8 BUM dcsa bersama (3 baru tahap kesepakatan)
Faktor penghambat;

, Lemahnya SDM aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

, Terbatasnya sarana dan prasarana di perdesaan

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Provinsi

Sasaran strategis Kementrian Desa PDTT yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, adalah;
. Berkembangnya status pembangunan desa,
Menurunnya angka kemiskinan
. Terevitalisasinya BUM desa dan BUM desa bersama
. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung trasformasi ekonomi
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan
. Terentaskannya daerah tertinggal
- Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
- Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan

Faktor pendorong; .

¢ Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ada 3 desa mandiri, 18 desa maju, 91 desa
berkembang dan 2 desa tertinggal

* Adanya penyaluran dana dari pemerintah untuk pembangunan desa

* Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia

* Sudah terbentuknya 113 BUM desa, 8 BUM desa bersama (3 baru tahap kesepakatan)

Faktor penghambat; .

* Masih kurangnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa

* Kurangnya permodalan untuk mengemban gkan usaha perdesaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan perdesaan masih belum dikembangkan dengan optimal, begitu juga dengan

pengelolaan lingkungan hidup perdesaan.
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. penentuan Isu-isu Strategis

jsu strategis dalam pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah:

gurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perdesa

Jsu-

an yang unggul

gurang optimalnya konektivitas antar perdesaan dan pusat pertumbuhan

Kuranghya penerapan dan pemanfaatan tcknologi tepat guna

gurang optimalnya pemanfaatan lingkungan hidup perdesaan

Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan

Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M

Belum optimalnya kualitas reformasi birokras; dalam menuju Good Governance
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TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGHKAT DAERAH

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TABEL T-C. 25

TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN \
INDIKATOR TUJUAN
No. TUJUAN SASARAN R A DA AN B \
2021 2022 2023 2024 2025 l 2026 \
I. Meningkatkan tata kelola pemerintahan | Meningkatnya Jumlah desa yang
desa yang baik penyelenggaraan menyelenggarakan tertib
administrasi administrasi 114 desa | 114 desa | 114 desa | 114 desa | ll4desa | 114 desa
pemerintahan desa
yang baik
Meningkatnya Persentase desa yang
penyelenggaraan tertata dengan baik 100% _ 100% 100% - &
penataan desa
2z Meningkatkan perekonomian perdesaan | Meningkatnya jumlah Jumlah Badan
dengan mendorong desa untuk kerjasama yang Kerjasama Antar Desa E
mengembangkan kerjasama dan potensi | dilakukan oleh desa (BKAD) yang difasilitasi 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD
desa
Meningkatnya kualitas | Persentase lembaga
lembaga kemasyarakatan desa . o 00%
kemasyarakatan dan kelurahan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
diberdayakan
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BABYV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL TC.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

I VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis (Berkah 2024)

! MISIIII : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Kebijakan

Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa

’ Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan tata kelola Meningkatnya Meningkatkan sumberdaya aparatur
pemerintahan desa yang baik penyelenggaraan administrasi | pemerintahan desa secara lebih

pemerintahan desa profesional dan efisien melalui
pembinaan, monitering, evaluasi,

Meningkatnya penataan desa e ’
pendidikan dan pelatihan serta
bimbingan teknis

dan perangkat desa serta pengurus BUM desa

Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan
dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih

tinggi

MISIIV : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Arah Kebijakan

|
|

Melakukan pembinaan terhadap pengurus BUM desa

dan BUM desa bersama serta BKAD (Badan Kerjasama
Antar Desa)

Melakukan pembinaan terhadap Posyantek, posyandu,

| Tujuan { Sasaran Strategi
Meningkatkan perekonomian Meningkatnya jumlah Mendorong terbentuknya dan aktifuya
perdesaan dengan mendorong kerjasama yang dilakukan BUM desa dan BUM desa bersama
desa untuk mengembangkan oleh desa serta peningkatan kerjasama desa
kerjasama dan potensi desa yang difasilitasi oleh BKAD
Melaksanakan penguatan ketahanan
masyarakat, nilai-nilai
. : kegotongroyongan, pemanfaatan
Il\dex;mgkamy B kuaiia: teknologi tepat guna, dan
embaga kemasyarakatan pelaksanaan 10 program pokok PKK

dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat

kelompok usaha ekonomi masyarakat dan Kelompok
PKK serta pelaksanaan BBGRM
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

‘TABEL TC.27
‘RENCANA PROGRAM, HEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGHAT DAERAH DINAS PE&&BERDAYMH MASYARAHAT DAN DESA
HABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Indikator Target Kinerja Program den Kerangka Pendanaan Onit
Ki}n:jl _pata Kondisl Kinerja | Herla
Tujnan, paln alkhir d e
Program | SasaranPro | npada 2021 2022 2023 2024 2025 2026 s P | o=t
‘Tujusn Easaran Kode dan ErEm Tabun Daerah Dmecra Lola
Hegintan (outcome] Awal h sl
dan Perenc Penan
Kegiatan RORAD t R target ot R £
{output) target Rp arget P rge Rp targ p target Rp target Rp — Rp gmg
Jawrak
1) 1 2 ’ 3 ’ &) = [ s J @ I (8 ‘ @ ’ (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (18) [t (18) {19) 209
Terselengrara Indeks
SYS Eaty Meningla kepuasan
kelola toya asyarakat 77
pemerintaben | kinerja Ca e 80 80 80 g0 20 80 80
daerah yasg encana
prstiersdn A (Rt PROGRAM m""'-"““m
peogelola PENUN.JANG
an URUEAKR Ferscntase 5.184.22
kenangsn a1 FEMERINTA penurooan 4:’:51.4 4.423.15 0.000 5.215.920. 6.072.470. 5.1%%320. 30.364.1
dan dises H jumish 74.052 0.000 - 000 o0 54.052
SR FABUPATE | tocaias 5% 5% 5% 5% % 5% 5% 5%
N/KOTA pemeriksaa
n
Nilai BAKIP B &5
DPMD (64,55) | 65 65 65 65 65 65
Hegiatan
:'erencnnn Jumisk
e & & 6 6 % 6 6 6
01.2.01 an, dan t.:h e dokum doku 22.491. dokume 45.000.0 dokume §5.000.0 dbkium e 60.000.00 dokume 63.000.00 dokume 70.000.00 dokn 317,491,
evaloas] e en men 000 n 00 n 0o QRO 0 n 4] n 0 men 000
Einerfa r! 'lu‘l s
perangkat
daerah L
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Sub
Kegintan 6 &
keordinasi [ dokum fum
fan HBime: bl dc.l:unc :lok?jme & o s do‘n
penyusunan | Jumlah n tabun b o dokumen d"k:m“ dokume tahun
01.2.01.0 laporam laporan tnhuna nn dan . tahunan a an dan
& chiga yang e 8 22.491. tahuna 45.000.0 tahuna 55.000.0 dan 8 60.000.000 tahuna £5.000.000 tahuna 20.000.000 P 317.491. FMD FMD |-
ﬁnFm. d ; In 000 ndan 8 oo n dan 8 00 ndanB ndan B 000
m;ﬂn et disusun pl nm] ) lapora laparan Inporan lapcrlan laporan laparan lapora
soalisne! s | v triwulan trivulan S triwulan triwulan s
kinerja an an
SKPD
Pergentase
Kegintan Tindaklanjs
Administras | oy o) 3.592.40
01202 | Ikeomngan [ GO 100% | 100% | 3.454.4 | 100% | 3.535.00 | 100% nD 100% 3.644.100. | 100% | 3.694.200. | 100% | 3.747.200. | 100% | 21.668.3
perangiot siia 36.698 0.000 A ooo 000 600 36.698
daerah :em
Sub kegiatan Jumlsh ASN
012020 | Pearediaan [ 98 27 27 26 26
012020 | coji dan e e asass | 3.385.00 3.400.00 | 26omang | 3.450000. | 26 3.500,000, 29 assooco. | 26 | 206245 | pmp | PuD
tunjangan g:?nj ) £ OTRRE | 46,048 TROE 0.000 Srang 0.000 000 g 000 P 000 CRng 46.948
ASK AmgaTLy
a
i Sub kepatan Jumlah ASN
vedisan yang
012020 | PCO¥siEAn |3 10 10 10 10 10 10 10
wdministasi | diba 114.889 150.000. 193.400. | 10 oran 194.100.00 194.200.00 197.200.00 1.04378 | PMD PMD
pelak b ’ fum oreg. SR 7S50 OrangE 000 omng 000 g 0 orang 0 Ty ) 2 9.750
tugas ASN ny=s
Administras Persentase
o1205 || penlngints | 100% | 100% | 19.600. | 100% | 37.950.0 | 100% | 41.500.0 | 100% | 46.40000 | 100% | 49.850.00 | 100% | 53.300.00 | 100% | 248.600.
:"W"’I = ‘“'“‘[ 000 00 00 [+ o [ ©o0
dacrak
Sub
Kegiatan Jumlah
Pengadaan Pengadaan
FPakaian pakaian
01.2.050 | Pines dinas dan 49 stell :fn 19.600. | Sistell | 229500 | Slstell | 255000 | Slstell | oo 00 o0 | Sistel | o ooy o0 | Stwel | o o0 o0 j:'n 163.600. | PMD | PMD
* besert atribut s 000 00 00 A ' ‘ 000
amibut kelengkapan
kelengkapan nya
nva
Sub
Kegiatan
Pendidilzan Jumlah
dan pegawai 3
01.2.05.0 5.000.
3 Pelatihan yang 0 orang 3 orang 15.gga.o 3 orang 16.%0.0 8ormng | 17000000 | 298 | 18000000 | 3°™°8 | 10000000 | orang | 3% % 0 | PMD FMD
pegawai mengikuti
pelatihan
tugas dan
fungsiova
24
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Heglatan
Adminlstras hc“‘m“l:l:“ l
01.2.06 i emum adminlstras 100% 100% 347.25 100% 566.200. 100% 622,420, 100% 7264200 100% B30.420.0 1007 934.420.0 100% 4,027,123
peranglat i 9.499 000 000 00 o0 00 9.499
duerah
Sub Jumlah
Kegintan lamanva
Penyedinan ketersediaan
kemponen komponen
oL.2.080 | . 4 2 : 12 12 12 12 12 12 12
instalusi instalasi 5.938.0 7.000.00 8.000.00 12 Bulan 51.928.0 PMD FMD
1 Estrik/ pener Listrik/ pener Bulan Bulan a2 Bulan 0 Bulan o 9.000.000 Bulan 10.000.000 Bulan 11.000.000 Bulan a2
AnEAD angan
bangunan bangunan
kantor kantor
Sub Jumlah
Kegiatan lamanya
Penyvediaan krtersedisan
01.2.06.0 = 12 12 12 12 12 12 12
peralatan peralatan 43,206, 44,000.0 45.000.0 | 12 Bulan 273.296. PMD PMD
2 dan s Bulan Bulan 517 Bulan 00 Bulan 00 46,000,000 Bulan 47.000.000 Bulan 43.000.000 Bulan 517
pericoghay perlengkapa
n kantor o kantor
Sub
Kegiatan Jumlah
01.2.05.0 Penvediaan bahan 204 1094 1224 1224 1224 1224 1224 1224
4 bahan logistik o | poen | 19ass. | 5ol | 200000 | LSS0 | 214200 [ 0t | 51420000 | ketak | 21420000 | kotak | 21420000 | kowmk | 12%8Z. | PMD | PMD
e 000 00 o0 000
Jogistik Jantor
kantor
Sub Jumlah
Hegiatan lamanya
Feoyediaan ketersediaan
01.2.06.0 12 12 12 12 12 12 12
barang barang 40.130. 41.000.0 42.000.0 12 Bulan 255.130. PMD PMD
5 rak A crta dan EBulan Bulan 250 Eulan 00 Bulan 00 43.000.000 Bulan 44.000.000 Eulan 435.000.000 ‘Bulan 950
penggandsas penggandas
n n
Sub
01.2.06.0 i S 12 1080 2050 1500 1750 200 220 0 PMD
M dam bahan Bul ommp | 4.200.0 | excmpla | 4.200.00 | cxempla | 6.000.00 | o0 | 7.000.000 exempla | g oo0ong | ®EmPR | g 006 000 exemp | 38.400.0 | PMD
bacaan lar 0o T o T o r z lar oo
peraturan
perundang-
undangag
=) Jumlah ’ : dala
Kegistan 1 e 3 . ™
01.2.06.0 ¢ | dana 12 12 12 12 12 12 12 dala.
Sl &8 rApat fesi ' 000.00 5 .283.54 | PMD
P 3 tinasi koordinasi Bulan Bul 233.549 Bulan 450.000. Bulan 500.00(_]. 12 Bulan 600.000.00 Bulan 700.000.00 Bulan 800. Bulan a o o
dan .000 000 a1} ] 0 V] 9. Prov
Cadt Konsultasi
konsultasi - den
dalam dan Tuar
SKFD
luar dacrah Prov
25
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Keglatan
pengadann
B
Milik Jumlah 188 19
01.2.07 | Dmerah pengndann 219.00 10unit | 620.000. | 44unit | 4650000 | 36 usit | 1.145.000 278
peounjang | BMD sondt it | 000 - 000 . oo “ooo mie | e
AN
pemerintah
daerah
Sub
Kegiatan '
T
S— \eodareas | Berambahn 1 unit mobil,
2,07 ] ya 13 unit mobil 11 unit 2 unit 11
4 dinas atau kerd Acan we operasio 503;:(;)0 - mator 33'3'%00'00 mobil 1"3%‘;";’00' unit 1.830.00 | PMD PMD
Yendarasn dinas pal sopeda | 0000
dinas motor
_jabatan
ry
01.2.07.0 lel::g Bertambalin 135 30 unit 20 uit leepari,
.2.07. tan <4 unit £ meja &0
5 pengadaan ya mebel unit Jemar 70.000.0 meja dan 105.000.00 dan 105.000.00 pooitty 2B0.000. PMD FMD
mebel 00 kursi o Sonrai o iy 0oo
Teursi
8 unit B umit
Iaptop, laptop,
3 unit 5 unit
’ kompu 2 unit kompu
01.2.07.0 P"’ssub “dmgz"m ;iam P:mz:a:: a‘:‘r"’f &p;ngt 3 unit 4 unit m‘::’*‘“l
Eiak peralatan 5 40 umit AC 4 219.000 komput 50.000.0 AC, 6 339.000. PMD FMD
i — da_m mesin unit 000 erfe 1 00 AC 30.000.C00 AC 40.000.000 ot 000
lainnya priater unit printer
dan 1 scanner dan 2
unit nnit
SCAnn scann
=r £T
Kegi Calkmy
FPenyedlaan penyediaan
jasa Jjesa
01.2.08 penonfeng penunjang 100% 100% 79.411. 100% £1,500.0 100% B87.400.0 100% 94.000.00 100% 56.000.00 100% 98.000.00 100% 536.211.
urosen nrosan 180 00 a0 ] ] o 180
pemerintah pemerintab
un deerah &0 daersh
Jumlzh
3 200
materad 175 104 150 200 200 200 200 10.548.6 PMD PMD
yang lembar | lembar | 190 | jembar 150000 | temper | 2992 | lembar | 2000000 | lembar | 2000000 | lembar | 2000000 | lembar o
tersedia
Jumlah 2
lamanya 12 12 1 00 PMD PMD
12 12 12 1 66.000.0 | 12 Bulan lan | 2P2:500-
pembayaran 63.600, 65.000.0 ulan OO, 67.000.000 | Bulan | 68.000.000 | Bulan | 69.000.000 | B o0
i air, listrik Bulan Bulan 000 Bulan 00 B 00
sumber daya
air dan dan telpon
listrik
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Sub
| opan | S, l
Proyedinan o
c12080 [ .- Irtersediaan 12 12 12 12 12
asa ? 14.762. 15.000.0 400, 12 12
|| 4 | ;dm‘mm i;?mm Bulan Bulan s Bulan e Bulan 19 ;go 0 | 12Bulan | ocnn0000 | Bun | 26.000.000 | Bal 27.000.000 | Balen 12’;;352. PMD FMD
umum = - .
! | Jenrer Jpitor
II | Fegintan
{ r' Pemelihnran
} |' ::lEITq Juminh
totul BMD 3
oL2.09 |J duernh 55 unit mjl 219.27 | 55unlt | 157.500. | 55 unlt | 164.500. 55 unlt 180.000.0 | SSumit | 192.000.0 | S55anit | 204.000.0 =2 1.117.27
pesunjeng E o MRS 5.675 000 000 oo 00 oo mmi 5.675
r' | | pemerintah
| | mo decrab
] | | Sub kegiatan
Ii { Penvediaan
] ,J | jey.n-
/ II| i pemeliharaa
B, bims it A unit 3 unit 3 unit 3 umit 3 unit it umit
| 61.2.000 ll _ ic:n d mobil mobil mobil mobil m:b‘;ln;i{:an mobal 3];1‘.:;1:[ ?mhil
1 n dan pajak N ¥ dan 10 dan 10 04.044, dan 10 120.000. dan 10 130.000. 140.000.00 dan 10 150.000.00 dan 10 160.0C0.00 dan 13 T94.944. PMD PMD
kendaraan diney s unit unit 800 unit 000 unit 000 10 "’t':“ [ unit [} unit 0 umit 800
" T motor MOLOE motor motar Iy motcr motar maotor
dinas atau
keodaraan
]l dinas
]
Subkegia®n [ gy
922094 :;:mmmn i 40 unit w 7.347.8 | 40umit | 7.500.00 | 40unit | 14.5000 | 40 unit 40 wmit 40 unit 24 773478 | PMD | PmD
-] dsm Emai kantor yang it o i 00 15.000.000 16.000.000 17.000.080 urit el
: terpelibara &l
lainaya
Sub
Kegiatan
:;me.liham Jumlah
01.2.09.0 o gedung . p . = : N 5 .
P t:habﬂr:a:sx kanitor yang 3 umnit 3 unit 116.983 3 unit 30.000.0 3 unit 20.000.0 3 umit 25.000.000 3 umit 26.000.000 3 umit 27.000.000 2 unit 2“’-‘;?083. PMD PMD
pedung terpelihara 000 00 (o]
kantor dan
bangunan
lzinnva
/ :RUEM x Persentase
n dess == | so,35% 3?;‘;50 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meninglatian Meninglka EIDANG tertinggal 4.735.00
tata kelola tnya 2.13 PEMEERDA 1.482.1 4.910.48 'gou'o 4.950.000. 5.945.000. 3.985.000. 26.007.5
pemerintahan TAAN Persentase 03.122 5.000 ' 000 000 000 88.122
desh pangbulk | dese i e 0,00% | 0,00% 1,10% 1,09% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08%
n desa
DEEBA mandir]
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Pereentase
Program desn
2.13.02 Penatann dengan 100% 100% 121.10 100% 100.000. 100% 200.000.0 100% 421.100.
Desa .| penatann 0.000 oo oo 000
yang bajk
u Jumlah
Kegwne | domyeae
21302 | 1ean menyclengg. | LS 114 | 2110 114 | 460,000, | 114 desa | 200.000.0 100% | 421.100.
2.01 mrakan de=n desa 0.000 desa 000 o0 o
pcortann .0
dess peoetaan
desa
Sub
Kegintan Jumish
Pembentuka desa dan 2 Desa 2 Desa 2 Desa .
, kelurahan persiap persia persia :\ab
2.13.02.2 peoghapusa yang an dan pan pan 22.900.0 FMD anj
.01.01 n, dicvaluasi & dan 6 B%ggu' dan & ahba
pengpabung umntuk kelurah kelurm kelnra o
an dan perubahan an han han
perubaban siatusnya
status desa
Sub Jumlah 20 ¥ah.
Kegiatan Ferbup 30 Taznj
213022 | Pasiitasi batas desa o Perbu | 88.200. Petm, | 882000 | TMD | g
i Tata Wilayah yang P 00 P £
Desa disusun
Sub Jeell 5 Kb,
fegi x Tanj
2.13.02.2 | Fasilitasi perundanga 2 100.000.00 dokum | 100.000. | PMD el
o teolang dokumen en Qoo
0103 pensatasn penataan o T
;T”‘E“ Iewenangan
desa
Jumlsh
Sub Peraturan
Kegiatan perundaoga
Peoctapan o tentang L Keb.
Lkesatnan Pcoclapan Tanj
masyarakat kesatuan L 100.000.00 dolm 100.000. PMD gbba
2.1.'3.22.2 o adat masyarakat dokumen 0 en Doo T
010 dan desa hukum adat
adat dan desa
kewenangan adat
kabupaten/k | kewenangan
ota kabupaten/
kota
28
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Jumlah [
Sub desa yang
Hegiatan difasilitasi Kab.
2.13.02.2 | Fasilitasi PEmyUSUnAT 114 114 Tanj
.01.06 sarans dan standar . desa IUDESIJ)D‘ . desa 100,000, .PMD abba
prasarana pelavanan o ou r
desa minimal
desa
Jomlah
Progrim Badan
Kerjasama
Peningkata 13 13 13 13 13 13
2.13.03 Aatar Desa, 150.000. 250.000. | 13BKAD | 250.000.0 150.000.0 150.000.0 950.000
K X L . .
2 Resjasama | yan) R iy 000 AkAD 000 : 00 BHAD 00 BEAD 00 BKAD 000
yang
Me;
perekonomian Sifesipifanl
pedesaan Menlngls Kerlatan
dengnn tnra Fasilitasi Jumlak
mendorong kerfasams | 2 1303 kerjasams desa yang 114
desa untok yang Eo anter Desa difasilitasi s 150.000. 23% 250.000. 114 d 250.000,0 114 50.000.0 414 50.000.0 114
mengembangk | dliskuksn | 2 O) dalam kerjasaman Kese desn 000 e 000 = 00 dass : obo desa G 00 o 952&?0'
an kerjasarma oleh desa Imbopaten/ Fa
dan patensi
desa
Jumlah Kab,
2.12.03, kegasama 1 .
.01.01032 aniar dosa dokume | 100.000. 19 1 joooc0. | Fmp | Tam
yang n 000 desa 000 oA
difasilitasi i
Jumlah
desa yang
melaksakan Kah,
2.13.03.2 kerjasama 1 Tanj
.01.02 dengan 2 dokumen | 100-000.00 Pty e B R
pihak ketiga
g
difasilitasi
Jumlsh
sia00a | Pamias e : 1 1 1 L
g e B dolume | 150.000. | dokume | 150.000. i 150.000.00 | delume | 150.000.00 | dokume | 150.00000 | dokum | 7S0.000. | PMD
.01.03 pembanguna | perdesaan ) 000 = 000 dokumen o 0 o il 000
o kawasan yang - = =
perdesaan dibangun
Jumlah
Meningka Program desa yang
leningkatkan | toya Administras | menyelengg
11 .
ita kelola penyeleng | 2.13.04 | 1 arakan I |2 Ndsan % | sa704s 41;‘: 289590 | 114 desa | 2.190.000. 413 | 3.275.000. dot | 1305000, | 114 | 158080
smerintahan | garaan Pemerlntah | tertib 0.957 5.000 . 000 000 = 85.957
sa yaog balk | administr an Desa administras
nsi 1
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pemerinta Kegintan
ban desa Pembinaan Jomlah
dan desn yang
pengEwaEan diblna dan
2.13.04. | penyelenggn | diawasi 114 114 a 114 114 2.485.00 114 114 114
P 83.50 « 3.170,48 114 desn | 2.190.000. 3.275.0Q0. 1.305.000. 12.808.9
20
1 . peoyelengg | desa | dess [ Too57 | desa 5.000 desa 0.000 000 desk 000 desa 000 desa | 55957
1 ndmini=tras
pemerintah inya
an desa
Sub
S [,
Fasilitasi e
213.04.2 | penyelenggar | Gimsilitasi 13 b
0101 | aam penyelengga kecam | 50.514, 15desa | 120.000.00 | S6desa | 165.000.00 56 | aacsig. | pmp | T2
administrasi | T atan 750 0 [ desa 70 )
doiinisanst | s r
Ppemerintahs nyx
& desa l
Sub Jumlah
itens Kegiatan desa yang ¥ab
.13.04.2 | Fasilitasi difasilitasi i
-01.02 Penyusunan PCoyusunan ﬂlul: 160.000. ;::a 100.000. (ENE ::\':L
produlc produk 000 000 i
bukum desa | hukumnya
Jub :m yaog l
2.13.04.2 :‘;f:" Penyusunan 114 a0 114 "l'(::j
[01.03 s :emumn desa OEJD : desa 10%330. FMD a!n\:a
pembanguna
n desa pembaogun
annya
Sub Jumlah
Kegiatan desa yang Fab.
2,13.04.2 | Fasilitasi difasilitasi 114 114 114 114 114 114 114 i
L0104 pengelol. pengelol desa desa 16;.5%99 dcaa 3030%00 desal 323&00. 114 desa 320.0000.00 Aesa 320.0;)&00 . 3‘20.0(?3.00 1.741.09 PMD ahbe
Ertanpan docuangezay 4 9.750 E
desa a
57
sun e o7
Kegiatan TU. 57 sekdes,

o Pembinaan Jumlsh P 57 kaur Kab,
2.13.04. peningkatan | aparatur 228 TU, 57 342 990 Tanj
.01.05 kapasitas desa yang orang d:n ':":3 ;ggm kasi ;093.000. orang 0000001 g abba

aparatur dibina Yicvala pem r
pemerintah dfm (171
Hada 214 orang)
orang)
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Sub Jumlah [
Kegintan desa yang
Fresilitasi difnsilitasi Hab.
20': :‘ﬁm ? | penyelengpar | penvelengen dl 24 114desa | 100.000.00 114 160.000. pmp | T
¥ man man L o Al gi}g A abba
mu=synwarnh M THTATR " r
desa hnyn
e Jumlah
2.13.042 | Evalasidan | 9°=0reng 114 113 Toai
o107 ; L uasi dean 114 desa 100.000.00 d 100.000. FMD hhbjl
F mt pemturanny -] e5a oo
peTAturan n r
dess
Sub
Kegistan 113 113 114 114 114 114
::mbmm :UM BUM BUM 114 BUM BUM BUM BUM
an esa desa desa desa desa -t Kab
Jumlsh 113 desa d ik . 7
2.13.04.2 berd esa dan s
s Pomberdm® | BUMdesa Sine | Bum [ seass. [ 9m2S | 40000, Bom | 240000, | 7BUM | 25000000 | AT | 26000000 | AT | 27000000 | UBT | 13144 | ewp | Te
gl yang dibina ot desa | 782 desw [ 000 dcan | 000 Jlem |0 i I i |0 desa 8782 -
la_angu bersam bersam bersam ERRERE ‘beraam bersam bersa
krrjasame a a a a a ma
anitar desa
| sub
Kegiatan
Pemvelenggar
san Jumlah Kah,
2.13.04.2 | pemilihan, desa yang 114 114 = Tamj
.01.09 lemta adala desa 43 desa 1;350643 _ 15 desa SW,IJDOO.OO 56 desa 1.500.000 deva 1;3;;3 PMD aha
ndan n PFilkades = 0% :2 T
pemberhent
an kepala
desa '
Sub Jumlab
Kegiatan desa yang
Fasilitasi difasilitasi Hab
2.13.04.2 | Penganghkaia [ peaganglat ' 114 | 100.000.00 114 | 100000, | PMD | Do
01.10 o dan £n dan desa 0 000
RS pemberhent pemberhenti 7
an an
perangkat perangkatny
desa a
=l :ircsa yang
Kegia L 114
2.13.04.2 F&Slll:::l difasilitasi 114 114 12.000. 114 100.000. 114 250.000. el 362.000. PMD
.01.11 dalam desa desa desa 000 desa 000 000
penyusunan 000
profil desa penyusunzn
profilnya
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Sub Jumlah
Kegintan desn yang
ifl;;;“: Frsilitasi difasilitnsi 114 b o
01, ! R esa 150.000. .
) f o8 ermen. desn v 15 desa 120.000.00 | 56 desa w;.%m.oo A1) 43s000. | PMD :;;‘:
Jl n desa noye 000 r
| Sub Jumlnh :
Kepi desn v
212042 | i et Jang 1
Fasilitasi difasilitasi 14 114 114 114 Kab,
01.13 I|| d 26.400. 100.000, 120.000. 114 114 A
pengelolaan pengelalang csa desa d 3 114 desa 120.000.00 120,000.00 X 114 T
|i a=ct de=a asctoyva ona oog e ooa o gea o iz e %O0.0Q e 60&4(?0 R a':'::\
| Sub r
| Fogistan Jumiah
2.15.04 i desa yang .
Pl e nsgota axe 114 180.000. | 1l4desa | 180.000.00 114 1% 114 Teoy
sitas 2 aya desa = i J 4 180.000.00 120.000.00 000, ‘Tanj
= el I e I e R e R
Sub Jumiah ¥
Kegiatan desa yang
2.13.042 Fhsﬂﬁ:::" difasilitasi i
0115 penctapan 40 40 180 Kah.
[peactn 200.000. 230.000. a9
an rd'.xm perbup 000 perbup e perbup 250.03)0,90 perbup 260.%00.00 perbu 440.000. BMD :.‘:Eia
b:m desa bata snva B £og T
Sub Jumlah
Kegiaten ol
2.13.04.2 Fasilitasi d}mﬂ;ﬂ ";:.E Tan
.0 N G, 114 =
1.16 P masn pembinaan deaa 100.000. 114 Tanj
poran laporan 000 desa 100.000. FMD
kepals desa Jecpala desa ooo abba
T
Sub
Kegiatan Jumlsh
Pelzirsanaan desa yaog
T penugasan melaksanak
.01.17 penugaean at | 100.000. > o] ety L
kabupatenfk | urusan 000 denn m . FMD abba
ofa yang s ited T
upaten
n oleh desa
Sub
Kegiatan
evaluasi " - €
%:31?2 pe dievaluasi 114 114 76,017 114 100. 114 114 114 114 hﬂh
bk mdesa © | perkembang desa desa il desa DIy, desa 250.000. | 1l4desa | 250.000.00 250,000.00 250.000.00 117901 | Pvp | ran
675 desa d
an dan 000 000 0 0 csa desa abbe
sertalomba [ 28 0 L 7.675 v
desa dan =
kelurahan
32
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Perscntase
lembagn
krmasyarak
ming desa 1.900.00
drn 1000 100% a77.50 100%. 1.5%0.00 100% b DD'IJ 100% 2.210.000. 100% 2.520.000. A00% 2.530.000. 100% 11.B27.5
kclorahan 2.165 0.000 g 000 000 000 02.165
Fmog
diberdaynk
Rn
Jumlah
posyando
2.13.08 dan PEK 977.50 1.590.00 1.900.00 2.310.000. 2.520.000. 2.530.000. 11.827.5
$22 422 | 21es S 0.000 +22 0.000 432 000 423 000 423 000 a2 02.165
diberdayak
114 114
¥ n Kz
2.13.05.2 diidentifitas | desa P desa X
01.01 dan 20 Lkelural 100.000.00 20 100.000. PMD ab
= kelurzh 0 kelara Qoo -
an L han '
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Bub
Kepintan
Penatann,
rrmbrrdma
an dan
pendayagpun Jumlah . .
aAn desn dan .
kekmbagaan Jeelurahnn
Lembagn imog
kcmasyarak kelembagan 114
atan n lembaga 114 -
213.05.2 | desa/kelum | kemasyarak d"”;o d::,,lzn desa i
.01.02 hen (RT, atannya e kelurah | 100-000.00 20 100.000. | PMD T::’
RW, Pl\;h. dilakukan ““”"h ) L] kelura 000 i
Pesvandu pcoataan, han
LPM dan pemberdaya
Karang an dan
Tarunal, peodayagun
asn
adat
desa/ kelura
han dan
Masyarskat
hukum adat
Sub
Kegiatan
Peningiatan | |CHak3anan 114
Japasitas E fincl PN dea Kalb
kelembag gl dan 20 sagrsz | 1% | 435000, 1% | 360.000. | 114desa | 39000000 | M* | asoo00o | M | asooooco | 1 | 27se7s | pmp | T
.I embaga ; Impast - kelurah 440 desa 000 desa 000 o desa o desa i desa 440 alth
atan bl =3
desay kelura
ban (RT,
215052 | RW, PKK,
SEec FPosyandu
LPM dan Pembinaan
Karang Iocus desa
tarunaj, stunting 114 114 114 114 114 114
Lembaga dan KKS 1 i 1233?0. disen 138&(1). 114 desa 140. [‘1300-00 Anas, 150.000.00 Aaan 160.000.00 diaa 700.000. PMD
adat (Kabupaten o o g
desafkelura Kota Sehat)
han dan
Masyaraleat
bukum adat
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I | Suk
| Kepatan
| || Preilitns;
| | marmnm dan
| I‘ | prasamne
f | | Je=lembagasn 2
f | Lembagn P
| { ||l krmasvarnk l‘::}.-n:j:l‘.:u
| { | ::-:fkrlum kelurmhon 114 a
]' | S | ha= (RT, IEDE desa ”';g"‘“ dltln Fab.
{ 213052 [ D (RT, difasilitasi dnn 20 Fan]
f | 0104 { FR‘\\, Ph;:“; samna d:ul1 kelurah kelul:ahn = t'::oo.oa ,c.:z:hc::a LOOD.GC‘).?D, FMD aha':]a
/l .'I | xfw-i dan E:;“m:ﬂ an han 3
[ | tarena), Ry
/ |'| Lembaga
f | edat
{ | desa/kelurs
[ Il' :J!s'n dan
asyarakatl
[ | nulases adat
] I’ Sub
Kegiatan
Fasilitasi
peagembang
an usaha Jumlah
ckonomi desa yang Falb
2.13.05.2 masyarakat difalisitasi 114 114 150.000. 114 desa 200.000.00 114 250.000.00 114 300.000.00 114 500.000 PMD Tan
.01.05 dnu—i.ntﬁh znllgemung desa desa 000 o desa o desa o desa 000 ah':_l
dess delam ekonominya
meningkatka
n
pendapatan
asli desa
Sub
Fasilitasi esa yang
2.13.052 | pemerintah | difasilitasi 114 114 40.000 114 | 150000, | 114desa | 16000000 | 21* | 17000000 | 1 | 1soococ0 | 1| sar7ee. | Pmp
01.06 desa dalam s desa 187299 | desa [ MR [ desa res p desa 2 desa s desa ik
pemaniasten | o tekoo!
t=knologi tepat guna
tepat guna
Jumlah
desa [
Sub
i kelurahan
Kegiatan terbailc 6
Tren dalam 6 6 6 & 6 s desa/ | go0000. | PMD |
2.13.05.2 Bulnn' o desafke desa/ke | ~100.000. desafke 110.000. desa/ kel 120.000.00 desafke 130,000.00 desa/ke 140.000.00 Zahara ﬁg;;la . E:
By ;;'m Bulan lurzhan Jurahan 000 lurshan 000 urahan o Iurahan 0 lurahan 0 Tar
mE Bhaleti
Rayong Gotong
Y Royong
M
35

Dipindai dengan CamScanner



Sub
Negiatan
Frsilitmsi
L e— sfclah 114 114 dean 114
213052 [ ketentraman [ Forbmmes desa 20 20 i desa iy
.01.08 . deeterziban e e Jeehirnh kelumha | 100:900.00 20 100.000. | pwmp | T8
dan yanE it an n kelhara ooo
pertindungs Fuog han £
n
masyarakat
desa
Fub
Kegiatan
Fasilitasi
Tim
F;Ta':_gg"""k Terlaksanan
Siress mw"’”’a w10 L “ 11;0 a2 114 desa 114 114 Pl Kab.
- - - o es8 i
oo rakan e o fesa 20 | ooo.00n, | Soee 100000 | . 20 1.100000, | 953820 | 550009, | 9€3820 | 4 550.000. 20 sso000 | Pup | TEM
strakunm_a e i 000 iz ) “‘n"h" coo ) oo ‘m“"h 000 Jeehara 0.000 5
pemberdas stunting) han
an
masyarakat
dan
kescjahiteraa
n keluarga
TOTAL 5.843.5 9.333.63 L 10.165.92 AT 9.091.920, 56.371.7
77.174 5.000 * 0.000 . 000 42.174
== .
Femberdayaan Masyamkat dan Desa
ng Jabung Barat *
NIP. 195611106 198503 1 003
/-
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BAB VIT KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel TC.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD

\
Kondisi \

Kondisi
kinerja pada
awal periode

Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada |

RPIMD

IIHH akhir periode \

No. Indikator Sasaran
| | RPIMD
| / | Tahun2020 | Tahun2021 | Tahun2022 | Tahun2023 | Tahun2024 | Tahun2025 | Tahun2026 |
/ | Jumlah desz yang | \
|, | SESeOmsn s | Gt 114 desa 114 desa 114 desa 114 desa 114 desa ll4desa | 114 desa
[ ] / \.
{ f Persentase desa yang f
/ 2 / tertata dengan baik K 100% 100% - 100% 100% - - \ 100%
Jumlah Badan Kerjasama
Antar Desz (BKAD) yang
3. | difasilitasi 13 BKAD - 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD
Persentase lembaga
kemasyarakatan desa dan
4, kelurahan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
diberdayakan
:
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TABEL TARGET IKK OUTCOME

Kondisi Awal Kondisi
Indikator Outcome periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kinerja pada
RPIMD Akhir periode
RPJMD
Persentase Pengentasan 9
o 0 100%
Desa Tertinggal 60,35% 87,50% 100% 100% 100% 100% 100% b
Persentase Peningkatan g
1,08%
/ DesaMandiri 0,00% 0,00% 1,10% 1,09% 1,08% 1,08% 1,08% s

Dipindai dengan CamScanner
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VIIL PENyTUP

encana Strategis 2021- P
: 2 seti : = R diharapkan dapat menjadi patokan da b
erja setiap t : . d alam membuat
ana Ketja setiap tahunan untuk dapat mencapai Vigj g Misi Bupati dan Wakil Bupat
aKl l.lpﬂ |

ada Rencana p

Renc
Tanjuns Jabung Barat yang mengacu p

Rencana Strategis 2021-2026 ini tid

embangunan Jangka Menengah Daerah

ak bersifat kaku, untuk dapat menyesuaikan dengan

o rubahan yang terjadi. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran yang m
‘ Angge r mengacu

pada Rencana Strategis akan lebih teraral dan terencana dalam

e i in mencapai sasaran yang telah
jitetapkan serta le ih efisien dalam pelaksanaannya, baik pengelolaan sumber pendanaan

maupun waktu percepatan realisasinya.

Rencana Strategis ini perlu komitmen semua aparatur dalam pelaksanaannya. Dinas

pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengedepankan aspek perencanaan dokumen
pengendalian dan evaluasi secara tepat guna sehingga terwujud masyarakat dan desa yang
mandiri.

Kuala Tungkal, 2021

palinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
A \ njung Jabung Barat 4

- 19611106 198503 1 003
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